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Abstract

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the socio-economic conditions
of communities in Bantul, Yogyakarta, particularly in Dusun Mutihan. Many residents
experienced job losses, reduced income, and prolonged economic hardship. However, the
distribution of government-provided Direct Cash Assistance (BLT) was perceived as uneven
and misdirected. This study aims to analyze disparities in BLT distribution and its impact on
three vulnerable professions: honorary teachers, private employees, and bus entrepreneurs.
Employing a qualitative case study approach, data were collected through observations and in-
depth interviews, and analyzed using data reduction, display, and verification techniques. The
findings indicate that honorary teachers faced salary cuts, bus entrepreneurs lost customers,
and private employees were laid off. Ironically, the BLT was received by individuals who
were economically well-off, triggering social jealousy and public distrust in the fairness of aid
distribution. As a solution, this study recommends the Islamic Religious Moderation approach,
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which emphasizes empathy, justice, and integrity, to strengthen social equity. It highlights
the need to reformulate social aid policies based on the values of moderation and Pancasila to
ensure a more just and equitable distribution.

Keywords: moderation, economy, society, disparity, adil.

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di
Bantul, Yogyakarta, khususnya di Dusun Mutihan. Banyak warga mengalami PHK, penurunan
pendapatan, dan kesulitan ekonomi, namun distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari
pemerintah dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis
ketimpangan distribusi BLT dan dampaknya terhadap tiga profesi rentan: guru honorer,
karyawan swasta, dan pengusaha bus. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data
dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan
verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan guru mengalami pemotongan gaji, pengusaha bus
kehilangan pelanggan, dan karyawan swasta di-PHK. Ironisnya, BLT justru diterima oleh warga
yang tergolong mampu secara ekonomi, memicu kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan
publik terhadap kebijakan distribusi bantuan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan
pendekatan Moderasi Beragama Islam—yang menekankan nilai empati, keadilan, dan kejujuran—
untuk memperkuat keadilan sosial. Reformulasi kebijakan bantuan berbasis nilai-nilai moderasi
dan Pancasila dinilai penting untuk menciptakan distribusi yang lebih adil dan merata.

Kata kunci: moderasi, ekonomi, masyarakat, disparitas, adil.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah merenggut mata pencaharian masyarakat
Indonesia secara luas. Penutupan usaha dan terputusnya rantai produksi
menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, terutama di sektor
UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat (Apriantoro et al.,
2022; Hardilawati, 2020; Maisaroh et al., 2024). Keterbatasan akses pada
pembiayaan, infrastruktur digital, dan dukungan kebijakan turut memperparah
kondisi tersebut (Amuda, 2021; Estiarto et al., 2023; Jailani & Suyadi, 2021).

Dampaknya terasa di berbagai lapisan sosial, dengan banyak keluarga
mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat hilangnya pendapatan
(Maisaroh et al., 2024; Wardoyo et al., 2021; Yezli & Khan, 2020; Bolt & van
Zanden, 2024). Hal ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang serius bagi
masyarakat yang sebelumnya sangat bergantung pada UMKM sebagai sumber
utama penghidupan.

Sebagai respons, pemerintah dan lembaga terkait telah meluncurkan
berbagai program bantuan sosial dan stimulus ekonomi (Broome & Marshall,
2020; Choi et al., 2024). Namun, pemulihan berkelanjutan membutuhkan
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strategi jangka panjang, kolaborasi lintas sektor, serta akses pada pelatihan
keterampilan dan pendanaan yang inklusif.

Yogyakarta, meskipun dikenal sebagai pusat budaya dan pendidikan,
masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang nyata. Pertumbuhan ekonomi
di beberapa wilayah tidak dibarengi dengan pemerataan akses terhadap
pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja, sehingga memperlebar kesenjangan
sosial (Darman et al., 2023; Putri et al., 2024). Ketimpangan ini paling
terlihat antara wilayah perkotaan yang lebih maju dengan pedesaan di sekitar
perbatasan kota yang minim akses terhadap pekerjaan berkualitas (Bolt & van
Zanden, 2024; Ibrahim et al., 2024; Putri et al., 2024).

Pandemi Covid-19 memperburuk situasi ini, bukan hanya sebagai krisis
kesehatan, tetapi juga sebagai pemicu guncangan ekonomi yang signifikan.
Pemerintah merespons melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT),
namun distribusinya kerap tidak tepat sasaran. Di Banguntapan, Bantul,
banyak warga miskin tidak menerima bantuan, sementara kelompok ekonomi
menengah ke atas justru mendapatkannya. Ketimpangan ini menimbulkan
kecemburuan sosial, ketegangan antarwarga, dan menurunnya kepercayaan
terhadap institusi pemerintah.

Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Banguntapan, Bantul—
yang terdiri atas pemeluk agama dan keyakinan yang beragam—ketidakadilan
dalam distribusi bantuan sosial, khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT),
berpotensi mengganggu harmoni sosial dan relasi antarumat beragama. Studi
Putra (2021) serta Sari dan Maulana (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan
bantuan yang dikaitkan dengan identitas kelompok atau afiliasi politik tertentu
dapat memicu disharmoni sosial. Berdasarkan kerangka teori keadilan
sosial (Rawls, 1971) dan modal sosial (Putnam, 2000), distribusi yang tidak
merata tidak hanya menurunkan kesejahteraan kelompok rentan, tetapi juga
melemahkan solidaritas sosial dan tingkat kepercayaan antarwarga.

Dalam konteks ini, konsep Moderasi Beragama Islam dapat digunakan
sebagai pendekatan normatif yang menekankan prinsip keseimbangan,
toleransi, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Oleh karena
itu, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketimpangan
distribusi BLT pasca-pandemi yang berdampak pada meningkatnya ketegangan
sosial dan melemahnya kohesi antarumat beragama. Penelitian ini tidak
hanya bertujuan untuk mengidentifikasi ketimpangan tersebut, tetapi juga
menawarkan moderasi beragama sebagai kerangka solusi untuk memperkuat
solidaritas sosial dan keadilan distributif di tingkat lokal.
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Ketimpangan sosial di Banguntapan terlihat jelas dalam distribusi program
bantuan pemerintah, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan layanan
gratis lainnya. Ironisnya, penerima bantuan justru didominasi oleh keluarga
dari golongan ekonomi menengah ke atas, sementara kelompok miskin yang
seharusnya menjadi prioritas sering terabaikan. Ketidakadilan ini mencerminkan
pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam
UUD 1945. Dalam konteks Islam, Buya Hamka sebagaimana dikutip oleh Aji
dan Muslim (2020) menegaskan bahwa pemberian hak dan wewenang yang
tidak merata merupakan bentuk kedzaliman.

Pandemi Covid-19 telah memperburuk ketimpangan ekonomi di
berbagai daerah, termasuk Yogyakarta. Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma
(2020) mencatat bahwa angka kemiskinan meningkat secara signifikan,
terutama di kalangan pekerja informal dan pelaku UMKM. Meskipun
pemerintah meluncurkan program BLT sebagai bentuk intervensi sosial,
studi Kusumawardhani dan Sugiharti (2021) di Daerah Istimewa Yogyakarta
menunjukkan bahwa realisasinya sering kali tidak tepat sasaran—kelompok
mampu memperoleh bantuan, sedangkan masyarakat miskin terpinggirkan.

Selain aspek ekonomi, distribusi bantuan yang tidak adil juga berdampak
pada ketegangan sosial. Penelitian Putri dan Setiawan (2022) menemukan
bahwa selektivitas yang tidak transparan dalam penyaluran bantuan memicu
kecemburuan sosial dan melemahkan solidaritas antarwarga. Di wilayah
multikultural seperti Yogyakarta, hal ini dapat menimbulkan segregasi sosial,
memperkuat stereotip antarkelompok agama atau etnis, dan berpotensi
merusak kohesi sosial secara keseluruhan.

Pendekatan berbasis nilai agama menjadi krusial dalam merespons
ketimpangan sosial pasca-pandemi. Kementerian Agama RI (2020) mendorong
penerapan Moderasi Beragama sebagai paradigma untuk menjaga keseimbangan
dan keadilan sosial. Studi Hasanah (2021) menunjukkan bahwa komunitas
yang menerapkan prinsip moderasi, seperti toleransi dan keadilan distributif,
cenderung lebih tangguh dalam menghadapi konflik distribusi bantuan. Di
Yogyakarta, komunitas lintas iman yang berlandaskan nilai moderasi terbukti
mampu menjalin kerja sama dalam mendistribusikan bantuan kebutuhan pokok
secara mandiri tanpa diskriminasi identitas sosial atau keagamaan, sehingga
memperkuat kohesi sosial di tingkat akar rumput.

Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang berfokus pada aspek teknokratis
dan mekanisme distribusi administratif, penelitian ini mengajukan proposisi
bahwa Moderasi Beragama dapat berfungsi sebagai kerangka alternatif dalam
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evaluasi kebijakan sosial-ekonomi pasca-COVID-19. Pendekatan ini tidak hanya
menekankan efisiensi, tetapi juga membawa etika sosial, empati, dan keadilan
spiritual sebagai fondasi kebijakan publik. Kebaruan (novelty) penelitian ini
terletak pada integrasi nilai-nilai keagamaan moderat dalam kebijakan sosial,
yang bertujuan menciptakan distribusi yang inklusif dan bermartabat secara
moral.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan distribusi
bantuan sosial pemerintah, khususnya BLT, dalam merespons dampak sosial-
ekonomi pandemi COVID-19 di Desa Mutihan, Bantul, Yogyakarta. Hasil
menunjukkan bahwa distribusi BLT tidak merata; sebagian besar justru diterima
oleh keluarga mampu, sementara kelompok rentan seperti guru honorer,
korban PHK, dan pelaku UMKM terabaikan. Untuk menjawab ketimpangan
ini, penelitian menawarkan kerangka Moderasi Beragama sebagai pendekatan
sosial berbasis nilai, yang menekankan prinsip keadilan, empati, dan solidaritas.
Kerangka ini diusulkan sebagai dasar dalam reformulasi kebijakan distribusi
bantuan agar lebih adil, inklusif, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Kebijakan Evaluasi berbasis Moderasi Beragama

Evaluasi kebijakan merupakan instrumen strategis dalam menilai efektivitas
dan efisiensi kebijakan publik, khususnya dalam konteks krisis seperti pandemi
COVID-19. Patton (2008) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan melibatkan
analisis sistematis terhadap dampak kebijakan terhadap masyarakat, dengan
menekankan pentingnya pendekatan kuantitatif dan kualitatif—termasuk
suara kelompok terdampak. Di Yogyakarta, di mana disparitas ekonomi dan
sosial kian meningkat akibat pandemi, evaluasi kebijakan menjadi krusial
untuk menilai keberhasilan intervensi dalam mengurangi ketimpangan dan
memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif teori ketidaksetaraan sosial, Wilkinson dan Pickett (2009)
menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi berkontribusi terhadap berbagai
problem sosial seperti penurunan kesehatan mental, kesenjangan pendidikan,
dan meningkatnya tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan
pascapandemi perlu mengkaji sejauh mana program bantuan sosial, termasuk
BLT, berhasil menjangkau kelompok rentan dan mempersempit kesenjangan
akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik.

Selain aspek struktural, nilai-nilai sosial juga berperan dalam menanggulangi
ketimpangan. Moderasi beragama, sebagaimana dikemukakan oleh Mandala
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(2024), merupakan pendekatan normatif yang mendorong toleransi, kerja sama
lintas agama, dan penguatan harmoni sosial. Dalam konteks pascapandemi,
nilai-nilai ini dapat meredam potensi konflik horizontal akibat ketimpangan
distribusi bantuan, sekaligus memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian,
evaluasi kebijakan tidak hanya perlu mempertimbangkan dimensi teknokratis
dan ekonomis, tetapi juga harus mengintegrasikan nilai-nilai moderasi untuk
membangun solidaritas sosial yang inklusif (Mandala et al., 2024).

Moderasi Beragama

Mengacu pada Buku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian
Agama RI (2019), konsep moderasi menekankan pentingnya keseimbangan
(tawasuth) dan jalan tengah dalam kehidupan beragama, sosial, dan politik.
Pendekatan ini bertujuan menghindari ekstremisme dan polarisasi melalui
sikap inklusif, adil, serta dialogis. Jailani dan Suyadi (2022) menekankan bahwa
prinsip inti dari teori moderasi adalah pengakuan terhadap kompleksitas dan
keragaman pandangan manusia, dengan mendorong interpretasi keagamaan
yang kontekstual dan inklusif.

Hefni (2022) menambahkan bahwa moderasi menuntut terwujudnya
komunikasi dan kerjasama antarkelompok yang berbeda pandangan demi
mencapai konsensus tanpa mengabaikan nilai fundamental. Hal ini sejalan
dengan Irham et al. (2021), yang menyatakan bahwa teori moderasi dapat
diterapkan dalam kebijakan publik, manajemen konflik, dan pengelolaan
keberagaman sebagai alternatif jalan tengah untuk mengurangi polarisasi dan
menciptakan tatanan sosial yang harmonis.

Faidi dan Septiadi (2021) mendefinisikan moderasi beragama sebagai
praktik keagamaan yang toleran dan seimbang dalam konteks sosial modern,
menekankan adaptasi terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan nilai moral
dan spiritual. Dalam perspektif Salik (2019), moderasi beragama menjadi
antitesis dari ekstremisme dan intoleransi, yang dapat mengancam kohesi
sosial.

Bambang Irawan et al. (2023) menyoroti bahwa inklusivitas adalah elemen
penting dalam moderasi beragama, karena mendorong penerimaan terhadap
perbedaan agama dan budaya melalui dialog lintas iman. Hal ini diperkuat
oleh Jin et al. (2016), yang menekankan bahwa pemahaman agama secara
mendalam dan kontekstual penting untuk menanggapi tantangan kontemporer
tanpa kehilangan substansi nilai-nilai spiritual.
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Dalam ranah kebijakan, Inayatillah et al. (2022) melihat moderasi beragama
sebagai dasar bagi negara yang inklusif, menjamin hak semua warga tanpa
diskriminasi agama, dan mendorong kebijakan publik yang adil serta damai di
tengah masyarakat multikultural. Secara keseluruhan, Kadi (2022) menegaskan
bahwa moderasi beragama merupakan respons terhadap perubahan zaman yang
menuntut harmoni antara keyakinan dan tindakan dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks distribusi bantuan sosial seperti BLT, nilai-nilai moderasi
beragama menjadi sangat relevan. Moderasi tidak hanya sebatas toleransi
antarumat beragama, tetapi juga mencerminkan etika keadilan sosial dalam
kebijakan publik—yakni penyaluran bantuan yang adil, transparan, dan
berpihak pada kelompok rentan.

Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan yang tidak merata merujuk pada distribusi yang tidak adil
dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan akses
layanan dasar (Novriana Satria Perdana, 2019). Dalam bidang ekonomi,
disparitas pendapatan dan peluang sering kali dipicu oleh distribusi sumber
daya yang tidak seimbang serta struktur sistemik yang bias (Abdullah et al.,
2019). Ketimpangan serupa juga terlihat di sektor pendidikan, di mana kualitas
dan akses belum merata antarwilayah maupun kelompok sosial (Abdullah et
al., 2019).

Aziz et al. (2020) menekankan bahwa ketimpangan berdampak negatif pada
stabilitas sosial, menciptakan ketegangan dan perpecahan. Oleh karena itu,
diperlukan kebijakan inklusif dan reformasi struktural, termasuk peningkatan
akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta kesadaran kolektif tentang
pentingnya kesetaraan. Rohmah & Ulinnuha (2014) menambahkan bahwa
kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk
menciptakan keadilan distributif.

Senada dengan hal tersebut, dalam debat capres 2024, Anies Rasyid
Baswedan menyoroti ketimpangan sebagai bentuk ketidakadilan struktural,
di mana kewenangan negara sering kali menguntungkan kelompok atas,
sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan (Tupuksi, 2024).

Teori Dasar Moderasi Beragama dan Disparitas

Menurut Al Banna (2015), moderasi beragama merupakan konsep yang
menekankan nilai toleransi, dialog, dan kerukunan antarumat beragama
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sebagai fondasi kehidupan bersama dalam masyarakat plural. Tujuannya adalah
menciptakan ruang damai bagi berbagai keyakinan untuk berdampingan tanpa
konflik berbasis agama. Pendekatan ini mendorong pemahaman lintas iman,
penghargaan terhadap perbedaan, serta kerja sama antar komunitas religius
guna memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multikultural.

Dalil Al-Qur’an yang terkait dengan moderasi beragama sebagaimana yang
termaktub berikut ini:

ML,A\UKM\IJ ”J @MJJ‘,J&E
NP \ijl;

Yang artinya: Ayat tersebut dari Surah Al-Isra dalam Al-Qur'an menyatakan
bahwa seseorang tidak boleh terlalu kikir atau pelit, tetapi juga tidak boleh
terlalu boros atau berlebihan dalam memberi. Pesan yang terkandung
mengingatkan agar seseorang tidak mengunci tangannya pada lehernya dalam
kekikiran yang berlebihan, tetapi juga tidak memperpanjang tangan terlalu
banyak dalam memberi yang berlebihan karena itu bisa mendatangkan rasa
malu atau penyesalan di masa depan. Ini merupakan peringatan untuk menjaga
keseimbangan dalam memberi dan menerima, serta untuk menghindari
perilaku yang ekstrem baik dalam menyimpan harta maupun dalam belanja. (
QS. Al —1Isra:29)

é\._; @Y\ﬂabﬁ»bg Jj\bﬁb\) \\ ;\J.e
MV\S: b@w\#\b&b%\b

Dalam surat tersebut, Allah menginstruksikan agar Nabi Muhammad
memberitahukan kepada umatnya untuk memanggil atau mengingat Allah
dengan menyebut nama-nama-Nya yang baik, termasuk nama Ar-Rahman.
Hal ini karena Allah memiliki beragam nama yang penuh kebaikan. Selain itu,
perintah juga diberikan untuk tidak meninggikan atau merendahkan suara
ketika berdoa, termasuk dalam salat. Alih-alih, dianjurkan untuk menjaga suara
dalam kondisi yang baik dan seimbang, mengutamakan kesederhanaan dalam
menyatakan kekhusyukan dan kepatuhan dalam berdoa."
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wyxw;ﬁgxu L.u;ujxw&&,_‘;\
Mr/ wwj &ww&;\&gé
gl wux,‘\md\ (&ug_aﬂmdmj W 3a 5l

g <

irr:.>/-)

Allah menjelaskan bahwa Dia telah menjadikan umat Islam sebagai
komunitas yang seimbang atau adil (ummah wasat) agar menjadi saksi atas
perbuatan manusia dan agar Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan
umat Islam itu sendiri. Perubahan arah kiblat salat dari yang sebelumnya
menuju Yerusalem ke arah Ka'bah di Makkah tidak dilakukan tanpa alasan,
melainkan untuk menguji dan membedakan siapa yang mengikuti petunjuk
Rasul dan siapa yang berpaling. Hal ini merupakan ujian yang berat, kecuali
bagi mereka yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah menegaskan bahwa
Dia tidak akan menyia-nyiakan iman seseorang yang tulus. Seluruh proses
ini adalah bagian dari kasih sayang dan belas kasih Allah yang besar terhadap
manusia.

Oleh karena itu, moderasi beragama secara konseptual menekankan prinsip
keadilan, keseimbangan, dan anti-ekstremisme, yang dapat diterapkan pada
kasus disparitas BLT melalui pendekatan nilai. Dalam konteks ini, moderasi
bukan sebatas isu keagamaan, tetapi etika sosial yang mendorong transparansi,
empati, dan pemerataan hak warga. Dengan menginternalisasi nilai moderasi,
pemangku kebijakan diharapkan mampu mengedepankan keadilan dalam
distribusi bantuan sosial, memastikan kelompok rentan diprioritaskan.
Konsepsi ini memperkuat dimensi moral dalam pengambilan kebijakan publik,
bukan menggantikan mekanisme administratif yang sudah ada.

Disparitas

Teori disparitas dikembangkan oleh sejumlah tokoh utama dalam
ilmu sosial. Karl Marx memandang disparitas sebagai konsekuensi dari
struktur ekonomi yang menciptakan kelas sosial yang timpang. Max Weber
menekankan ketimpangan yang muncul dari perbedaan akses terhadap sumber
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daya dan peluang (Weber, 2009), sementara Emile Durkheim menyoroti
ketidakseimbangan sosial akibat transformasi kehidupan ekonomi dan sosial.
Ketiga tokoh ini meletakkan dasar konseptual dalam memahami disparitas
sebagai fenomena multidimensional dalam masyarakat.

Secara umum, disparitas merujuk pada ketidakseimbangan signifikan dalam
aspek sosial, ekonomi, dan keadilan—termasuk perbedaan dalam pendapatan,
layanan kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap kesempatan (Weber,
2009). Faktor penyebabnya meliputi ketidakadilan sistemik, diskriminasi,
dan kesenjangan dalam distribusi sumber daya, yang dapat memperburuk
fragmentasi sosial dan mengancam stabilitas masyarakat (Hidayaturrahman,
2018).

Dalam konteks ini, konsep moderasi beragama dapat dikontekstualisasikan
sebagai kerangka etik dalam kebijakan publik yang menjunjung prinsip keadilan
sosial, empati, dan inklusivitas. Nilai-nilai seperti tawassuth, tasamuh, dan
‘adl menjadi acuan normatif dalam evaluasi distribusi bantuan sosial, terutama
dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan. Oleh
karena itu, penelitian ini membangun kerangka pikir berbasis sintesis teori
ketimpangan dan nilai-nilai moderasi beragama sebagai pendekatan alternatif
untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil secara sosial. Gambar 1
adalah kerangka pikir hasil sintesis dari tesa, sintesis dan antitesa.

MOOFRALSE DERACARA SERAGAl SOLLIS

EKEFIaRAN EVALUAS] BEREASIS
FECFDEFEAST I RACLA PN

B vy B ik Sensd ] pang AL Inkhisl,
dan Henpormil isrhadan Deumariies

FASYARNLEAT W& kol HUARM DML,
BERKEADILAN, DM HUBLANIS

Gambar 1.
Kerangka pikir hasil sintesis dari tesa, sintesis dan antitesa.
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METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus, yang berfokus pada Desa Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Lokasi
ini dipilih karena relevan dengan isu dampak pandemi COVID-19 terhadap
kelompok rentan, seperti guru honorer, karyawan swasta, dan pelaku UMKM
yang mengalami kebangkrutan, serta isu distribusi Bantuan Langsung Tunai
(BLT) yang dinilai tidak merata. Ketimpangan distribusi bantuan di wilayah
ini tidak dapat sepenuhnya dianalisis melalui pendekatan moderasi beragama,
karena konsep tersebut lebih tepat digunakan dalam konteks menjaga toleransi
dan keseimbangan antarumat beragama, bukan sebagai solusi utama atas
kebijakan distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, analisis ketimpangan
lebih tepat dilakukan melalui perspektif kebijakan publik dan keadilan sosial
(Sugiyono, 2017).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif
selama periode Juni hingga Desember 2021, dengan penerapan protokol
kesehatan pasca-pandemi, seperti penggunaan masker dan prinsip 3M.
Informan dipilih secara purposif, terdiri dari lima orang, yakni tiga relawan
masyarakat dan dua tokoh lokal yang terlibat langsung dalam proses distribusi
bantuan sosial.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang
mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, guna menjamin
validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Dampak Covid-19 terhadap ekonomi dan Sosial di Banguntapan
Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Mutihan, Yogyakarta—
dalam hal ini narasumber yang disamarkan dengan nama Indarto—terungkap
dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi rumah
tangga. Indarto menyampaikan:

“Saya selama pandemi COVID-19 tidak bekerja, Pak. Tidak ada pemasukan untuk
biaya kebutuhan keluarga. Padahal saya punya anak yang sedang sekolah di
MTs kelas 9. Saya bingung mencari kerja karena teman-teman saya juga baru
saja di-PHK. Saya biasanya bekerja sebagai kondektur bus di Mutihan, tapi sejak
pandemi, operasional bus pun berhenti total.”

Volume 4, Nomor 1 JOURNAL OF RELIGIOUS POLICY 81
Januari-Juni 2025 JURNAL KEBIJAKAN KEAGAMAAN



EVALUASI KEBIJAKAN DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19
Mohammad Jailani

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa salah satu dampak utama
COVID-19 terhadap masyarakat di wilayah Mutihan, Banguntapan, adalah
hilangnya pendapatan dan anggaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Sebagai pekerja informal di sektor transportasi, Indarto tidak dapat menjalankan
pekerjaannya karena operasional bus dihentikan. Hal ini menyebabkan ia
kehilangan satu-satunya sumber penghasilan, sementara kebutuhan rumah
tangga, termasuk pendidikan anaknya yang duduk di bangku kelas 9, tetap
harus dipenuhi.

Kesulitan ini semakin diperburuk dengan kondisi lingkungan sekitar yang
juga terdampak, di mana banyak teman sejawatnya mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK), sehingga opsi mencari pekerjaan baru menjadi sangat
terbatas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ismunandar, seorang guru
honorer di salah satu Madrasah Tsanawiyah di daerah Mutihan, diketahui
bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap pendapatan para
guru honorer. Selama masa pandemi, seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan
dari rumah (Work From Home/WFH), yang mengakibatkan pemotongan gaji,
bahkan dalam beberapa bulan Ismunandar tidak menerima gaji sama sekali.
Selain itu, pihak madrasah juga mengalami penurunan pendapatan dari
penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ajaran 2021/2022. Hal ini
disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk, sehingga banyak
orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa penurunan gaji yang dialami
guru honorer disebabkan oleh dua hal utama: pertama, hilangnya tunjangan
transportasi karena pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka; dan
kedua, berkurangnya jumlah jam mengajar karena sistem pembelajaran daring
yang lebih terbatas. Ismunandar menyampaikan bahwa sebelum pandemi, ia
menerima gaji sekitar Rp1.000.000 per bulan, namun selama masa pandemi,
jumlah tersebut menurun secara drastis dan tidak mencapai nominal
biasanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Sigit,
seorang penjual bakso keliling di wilayah Kotagede dan sekitarnya, diketahui
bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan omzet
usahanya. Sebelum pandemi, Sigit mengaku mampu memperoleh pendapatan
bersih rata-rata sekitar Rp100.000 per hari dari hasil berjualan keliling. Namun,
sejak pandemi melanda, pendapatannya menurun hingga sekitar Rp50.000 per
hari. Penurunan ini semakin memburuk pada masa pemberlakuan kebijakan
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lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), di mana masyarakat
cenderung membatasi aktivitas di luar rumah, sehingga minat beli menurun
drastis.

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan bahwa selama masa pandemi, pendapatan
yang diperoleh tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan, bahkan
seringkali mengalami kerugian (defisit). Anjuran pemerintah untuk tetap di
rumah serta pembatasan aktivitas menyebabkan usaha kecil seperti miliknya
tidak dapat beroperasi secara optimal. Dalam kondisi tersebut, pendapatan yang
diperoleh tidak hanya menurun, tetapi juga tidak mencukupi untuk menutupi
biaya operasional harian, seperti pembelian bahan baku dan kebutuhan logistik
lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prassetio, seorang pengusaha
sekaligus sopir bus Bis Gundul yang beroperasi di wilayah Mutihan, Yogyakarta,
dan sekitarnya termasuk wilayah Jawa Tengah, diketahui bahwa usaha
transportasi yang dijalankannya mengalami penurunan pendapatan yang sangat
drastis selama masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya
mobilitas masyarakat dan minimnya kegiatan luar kota, termasuk pemesanan
bus untuk keperluan kelompok atau rombongan. Akibatnya, penghasilan dari
operasional bus mengalami defisit (minus) hingga memaksa pelaku usaha untuk
berutang guna menutupi kebutuhan operasional seperti biaya bahan bakar.

Lebih lanjut, Prassetio menjelaskan bahwa para pengusaha bus dan sopir
di wilayah tersebut mengalami kesulitan serupa. Pendapatan yang diperoleh
selama pandemi tidak sebanding dengan biaya operasional, terutama
pengeluaran untuk bahan bakar (solar). Dalam kondisi tertentu, beberapa
sopir bus bahkan harus berutang kepada SPBU (POM) lokal di Mutihan demi
melanjutkan operasional harian.

Sementara itu, hasil observasi di daerah Mutihan, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta, juga menunjukkan dampak yang serupa pada sektor UMKM.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak H.J. Chandar, pemilik usaha mebel Tien
Design, diketahui bahwa usahanya mengalami penurunan omzet dan laba sejak
pandemi COVID-19. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan:

“Usaha mebel Tien Design juga terdampak secara signifikan pasca pandemi CO-
VID-19. Orderan menurun drastis, namun kami tetap berusaha mempertahankan
kesejahteraan para karyawan. Saat ini kami memiliki 7 karyawan yang bekerja
di bagian operasional, transportasi, hingga desain. Alhamdulillah, selama pande-
mi kami masth tetap beroperasi, dan pemasaran tetap berjalan. Meski demikian,
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kami tetap mengutamakan protokol kesehatan 3M: memakai masker, menjaga
jarak, dan mencuci tangan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami tantangan
ekonomi, pelaku UMKM seperti Tien Design berupaya menjaga keberlangsungan
usaha sekaligus memperhatikan kesejahteraan karyawan di tengah situasi krisis
kesehatan global.

Informasi di atas menunjukkan bahwa salah satu usaha mebel, Tien Design,
tetap berkomitmen mempertahankan nasib karyawan dan pegawainya dengan
mempertimbangkan kesejahteraan keluarga mereka. Pemilik usaha tersebut
tetap merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup para
pekerjanya, meskipun selama masa pandemi COVID-19 usaha ini mengalami
fluktuasi pendapatan dan omzet—terkadang mengalami peningkatan, namun
tidak jarang juga mengalami penurunan income mingguan.

Berdasarkan data hasil observasi, seluruh pelaku bisnis, pedagang, dan
UMKM, khususnya di wilayah Kotagede, Yogyakarta, mengalami penurunan
pendapatan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Penurunan omzet
tersebut disebabkan oleh berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah,
kesulitan dalam memperoleh bahan baku karena kendala transportasi, serta
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk luar, terutama
di sektor usaha warung, kuliner, dan transportasi.

Kondisi ini diperparah oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
yang semakin meluas di Yogyakarta. Salah satu contohnya adalah usaha
transportasi Bis Gundul di wilayah Kotagede, sebagaimana dijelaskan dalam
hasil wawancara antara peneliti dan pemilik usaha tersebut. Adapun Tabel
1 menyajikan data hasil tabulasi mengenai pelaku bisnis dan UMKM yang
mengalami penurunan omzet atau laba selama masa pandemi.

Table 1.
Pelaku bisnis dan UMKM Krisis income

Usaha Nama Daerah Konflik Rugi Laba
Transportasi Pras Mutihan, Larangan Terjadinya Tidak
Bus Kotagede operasi selama  kerugianyang  ada (0)

COVID-19. terus-menurus.
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Usaha Nama Daerah Konflik Rugi Laba
Pedagang kaki  Sigit Mutihan, Tidak ada Tidak adalaba  (0)
lima/ Bakso Kotagede pembeli/ yang masuk

konsumen. karena sepi
pembeli.
Mebel Lemari Candra Mutihan, Belum ada Belum bisa (0)
Kotagede pelanggang operasi dan

setia yang order, hilangnya
karena kegiatan pelanggan.
istrirahat

total selama

COVID-19.

Berdasarkan data tabulasi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa telah
terjadi penurunan pendapatan (omzet dan income) pada pelaku bisnis dan
UMKM di wilayah Mutihan, Kotagede. Temuan ini sejalan dengan informasi
dan hasil wawancara dengan para pelaku usaha di lokasi tersebut. Setiap
pelaku usaha mengalami penurunan omzet yang bervariasi, tergantung pada
jenis usaha yang dijalankan. Salah satu narasumber, Pras, yang menjalankan
usaha transportasi bus, menyampaikan bahwa sebelum pandemi COVID-19,
omzet dan laba usahanya cenderung stabil. Namun, situasi berubah drastis saat
pandemi melanda. Ia menjelaskan:

“Operasi bus dilarang karena adanya PSBB. Biasanya kami beroperasi di daerah
Bantul, Sleman, bahkan sering keluar kota Yogyakarta. Namun sejak pandemi
COVID-19, pemasukan menjadi tidak ada sama sekali.”

Selanjutnya, Sigit—seorang pedagang kaki lima yang menjajakan bakso
secara keliling di wilayah Kotagede, Mutihan, hingga Banguntapan—mengalami
penurunan pendapatan yang signifikan sejak awal pandemi COVID-19. Hal ini
disebabkan oleh berkurangnya daya beli masyarakat akibat pemotongan gaji
serta pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh banyak pekerja dan
karyawan di wilayah tersebut.

Hal serupa juga dialami oleh Candra, seorang pelaku usaha mebel lemari.
Sebelum pandemi, produk mebel yang dihasilkannya rutin dikirim ke berbagai
wilayah di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan hingga ke beberapa daerah di
Jawa Tengah. Namun, sejak pandemi COVID-19 melanda, kegiatan operasional
pengiriman terhenti, dan pelanggan yang sebelumnya secara rutin melakukan
pemesanan juga menghentikan transaksi karena terdampak krisis ekonomi.
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Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi faktor
pemicu krisis ekonomi yang besar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara
global. Situasi ini menandai salah satu fase tersulit dalam sejarah ekonomi
modern, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan melihat dampak tersebut, diperlukan adanya alternatif dan solusi yang
memadai untuk menstabilkan pendapatan pelaku bisnis, termasuk strategi
adaptif, dukungan kebijakan pemerintah, serta inovasi dalam sistem pemasaran
dan distribusi agar sektor usaha dapat bertahan dan pulih pasca pandemi.

Ketimpangan yang Terjadi di Mutihan, Banguntapan Bantul,
Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di
Mutihan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta—Bapak Edi—terungkap adanya
ketimpangan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama masa
pandemi COVID-19. Ia menyampaikan bahwa:

“Ketimpangan yang terjadi akibat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
yang tidak merata menciptakan ketidakadilan dalam pemberian bantuan di
Yogyakarta. Situasi ini mengakibatkan sejumlah masyarakat tidak mendapatkan
bantuan yang seharusnya mereka terima. Banyak yang mengungkapkan bahwa
penyaluran BLT tidak merata, di mana sebagian orang yang seharusnya mem-
butuhkan bantuan tidak menerimanya, sementara ada pula yang dinilai mampu
namun mendapat akses terhadap BLT.”

Informasi ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penentuan
sasaran penerima bantuan. Ketidakmerataan distribusi BLT tersebut memicu
kekecewaan dan ketidakpuasan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan
mereka yang tergolong rentan secara ekonomi namun tidak memperoleh
bantuan. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa kebijakan pemerintah
kurang berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga
memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Lebih lanjut,
Bapak Edi menambahkan bahwa:

“Dampak dari ketimpangan dalam penyaluran BLT tidak hanya terbatas pada
ketidakadilan ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial. Ketidak-
puasan terhadap kebijakan yang tidak merata ini bisa menciptakan ketegangan
sosial, memperbesar kesenjangan, dan mengurangi rasa kepercayaan masya-
rakat terhadap pemerintah. Ini menunjukkan pentingnya penyaluran bantuan
yang adil dan tepat sasaran, agar dapat menciptakan lingkungan sosial yang
stabil dan setara.”
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Pernyataan ini memperkuat pentingnya evaluasi kebijakan distribusi
bantuan sosial di tingkat daerah agar lebih transparan, inklusif, dan berbasis
kebutuhan nyata masyarakat.

Mengacu pada informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran
Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dilakukan secara merata, transparan,
dan tepat sasaran, khususnya kepada masyarakat dari golongan ekonomi
lemah. Pemerintah daerah seharusnya memiliki data yang akurat dan terkini
mengenai kondisi sosial-ekonomi warga, termasuk pemetaan kelompok dengan
pendapatan menengah ke bawah dan menengah ke atas.

Idealnya, daftar penerima bantuan telah dirilis secara resmi dan disusun
berdasarkan kriteria objektif, sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan
secara adil dan proporsional. Hal ini menjadi sangat krusial, terutama dalam
situasi darurat seperti pandemi COVID-19, di mana banyak keluarga benar-
benar mengalami tekanan ekonomi dan sangat bergantung pada bantuan
pemerintah.

Sayangnya, harapan masyarakat terhadap kebijakan distribusi BLT sering
tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Ketidaktepatan dalam penyaluran
bantuan menimbulkan ketidakpercayaan publik dan memperkuat persepsi
adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan sosial. Tabel 2 menyajikan
data kuantitatif hasil tabulasi terkait penerima BLT di wilayah Mutihan,
Banguntapan, Yogyakarta, yang dijadikan rujukan dalam analisis distribusi
bantuan.

Tabel 2.
Penerima BLT di Mutihan

Kategori Pendapatan

Nama Desa Warga dan Keluarga Keterangan
Mutihan Kurang Mampu Kebanyakan Masyarakat tidak
dapat
Wirokerten Tak mampu Tidak menerima
Kotagede Menengah kebawah Menerima
Singosaren Pensiunan Menerima yang sebagian saja
Ndalem UMKM tidak operasional Menerima
Pleret Pedagang Bakso Tidak menerima
Dahromo Warga kurang mampu Sebagian saja menerima
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Berdasarkan data tabulasi kuantitatif yang disajikan sebelumnya, ditemukan
bahwa sekitar 80% masyarakat berstatus ekonomi lemah dan berpenghasilan
menengah ke bawah tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), meskipun
mereka termasuk kelompok yang semestinya menjadi prioritas penerima.
Bentuk BLT yang dimaksud antara lain berupa sembako (beras, minyak goreng,
gula, dan teh), serta tambahan uang tunai sebesar Rp500.000 setiap tiga bulan
sekali. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian
kecil dari kelompok masyarakat kurang mampu yang benar-benar menerima
bantuan tersebut.

Penelitian ini berfokus pada ketimpangan dalam penyaluran BLT, dengan
tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis disparitas dalam distribusi
bantuan di berbagai lapisan masyarakat. Melalui pendekatan kuantitatif dan
kualitatif, studi ini berupaya memahami sejauh mana bantuan tersalurkan
secara merata dan adil kepada penerima manfaat.

Sejumlah penelitian sebelumnya, termasuk Hapsari et al. (2021),
menunjukkan bahwa ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial sering kali
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang sosial-ekonomi, kondisi
geografis, dan bahkan identitas agama atau etnis tertentu. Dengan demikian,
diperlukan sistem pendataan dan penyaluran yang lebih akurat, transparan,
dan inklusif agar distribusi bantuan dapat menjangkau kelompok yang benar-
benar membutuhkan.

Oleh karena itu, ketimpangan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT) di wilayah Mutihan, Banguntapan, Bantul mencerminkan adanya
persoalan struktural, khususnya dalam hal pendataan dan implementasi
kebijakan sosial. Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat setempat,
bantuan sering kali tidak tepat sasaran—di mana keluarga yang tergolong
mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar
membutuhkan justru terabaikan. Kondisi ini telah menimbulkan kekecewaan
dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola
bantuan sosial secara adil dan merata.

Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat diadopsi sebagai pendekatan
etis dan filosofis, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, empati,
dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai moderasi
tidak hanya relevan dalam hubungan antarumat beragama, tetapi juga dapat
diterapkan dalam mekanisme distribusi kesejahteraan, termasuk penyaluran
bantuan sosial. Prinsip moderasi ini mendorong transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi publik dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan,
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sehingga distribusi bantuan menjadi lebih adil dan menyentuh kelompok yang
paling membutuhkan.

Penelitian oleh Novriana Satria Perdana (2019) juga mengungkapkan bahwa
terdapat ketimpangan yang signifikan dalam penyaluran BLT, yang sering kali
tercermin dalam distribusi yang tidak merata antarwilayah. Beberapa daerah
atau komunitas memperoleh akses yang lebih baik dibandingkan yang lain.
Studi tersebut menunjukkan bahwa berbagai faktor sosial, ekonomi, dan
kebijakan berkontribusi terhadap ketimpangan ini, antara lain: ketimpangan
akses informasi, pengelolaan data yang tidak akurat, serta kebijakan yang belum
sepenuhnya inklusif.

Hasil penelitian yang relevan oleh Brady et al. (2019) bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketidakmerataan
dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perumusan kebijakan
maupun strategi distribusi bantuan yang lebih efektif dan adil. Upaya untuk
mengurangi ketimpangan penyaluran BLT memerlukan analisis mendalam
terhadap faktor-faktor yang memengaruhi distribusi, serta langkah-langkah
konkret untuk memastikan bantuan sampai kepada kelompok masyarakat yang
paling membutuhkan.

Ketimpangan ekonomi pasca pandemi COVID-19 menjadi isu yang
sangat krusial karena dampaknya terasa luas di berbagai lapisan masyarakat.
Pandemi telah memperparah disparitas ekonomi yang sudah ada sebelumnya
dan memperlebar kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial. Sektor-
sektor seperti pariwisata, perhotelan, serta usaha kecil dan menengah (UKM)
mengalami penurunan aktivitas yang lebih drastis dibanding sektor lainnya.
Selain itu, kelompok rentan seperti pekerja informal dan masyarakat yang
memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi dan pendidikan daring turut
mengalami dampak ekonomi yang cukup besar (Abdullah et al., 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi pasca-COVID-19
cenderung memperdalam jurang perbedaan antara kelompok berpenghasilan
tinggi dan rendah. Perbedaan akses terhadap pekerjaan tetap, layanan
kesehatan berkualitas, dan sarana pendidikan daring menjadi faktor utama yang
memperkuat ketidakmerataan ekonomi. Dampak psikososial juga berkontribusi
terhadap ketimpangan ini, termasuk tekanan finansial, kehilangan pekerjaan,
serta ketidakpastian akan masa depan ekonomi, yang semuanya lebih berat
dirasakan oleh kelompok rentan (Sumarni, 2020).
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Lebih lanjut, Akhmad (2020) dalam penelitiannya menegaskan bahwa upaya
mengurangi ketimpangan ekonomi pasca pandemi membutuhkan kebijakan
yang bersifat progresif dan inklusif. Hal ini mencakup program bantuan sosial
yang merata, perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta
strategi pemulihan ekonomi yang menekankan pada kesetaraan kesempatan
dan aksesibilitas. Evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan
tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang
diambil benar-benar berdampak dalam mengurangi disparitas ekonomi dan
memperkuat ketahanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Ketimpangan BLT dengan konsep Moderasi
Beragama

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disusun berdasarkan pendekatan
moderasi beragama merupakan suatu strategi kebijakan yang bertujuan
untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung secara merata, adil, dan
berkeadilan sosial, khususnya dalam konteks penetapan daftar penerima
bantuan di Yogyakarta. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai
inti dari moderasi beragama, seperti keseimbangan, keadilan, empati, dan
inklusivitas, ke dalam mekanisme seleksi dan distribusi bantuan.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip moderasi beragama, penentuan
penerima BLT tidak hanya bertumpu pada indikator finansial semata, tetapi
juga mempertimbangkan dimensi sosial yang lebih luas, seperti kerentanan
ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan publik, dan kebutuhan yang
bersifat mendesak di tengah masyarakat yang terdampak krisis (RI, 2019).
Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong sistem bantuan yang lebih
manusiawi, partisipatif, dan inklusif.

Diagram 1 menyajikan aspek-aspek ketimpangan dalam penyaluran BLT
yang dianalisis melalui lensa alternatif kebijakan berbasis moderasi beragama
di Indonesia.
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Diagram 2.
Sircle disparitas berbasis moderasi beragama.

Berdasarkan diagram 1, dapat dianalisis bahwa konsep sirkular dan kerangka
teori kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, menekankan pentingnya prinsip
inklusivitas, keadilan, dan transparansi dalam penyaluran Bantuan Langsung
Tunai (BLT). Merujuk pada refleksi Dzulfikar & Romdloni (2019), pendekatan
ini menekankan bahwa bantuan sosial harus diberikan secara adil kepada
masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tanpa memandang latar belakang
agama, status sosial, atau afiliasi politik.

Dengan menerapkan pendekatan moderasi beragama, kebijakan distribusi
BLT diharapkan tidak hanya mampu merespons kebutuhan ekonomi
masyarakat secara langsung, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kerukunan,
solidaritas, dan keadilan sosial. Prinsip ini memungkinkan pengambil kebijakan
untuk mempertimbangkan keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat,
sehingga kelompok yang paling rentan dapat memperoleh perlindungan dan
akses terhadap bantuan secara lebih adil.

Lebih lanjut, Diagram 1 menggambarkan hubungan siklik antara tiga elemen
utama: Moderasi Beragama, Disparitas, dan Prinsip Moderat (Keadilan). Dalam
konteks ini, moderasi beragama berfungsi sebagai pendekatan normatif dan etis
yang mampu menekan disparitas atau ketimpangan dalam penyaluran bantuan.
Ketika disparitas sosial-ekonomi meningkat, moderasi berperan sebagai alat
penyeimbang yang menstabilkan distribusi sumber daya dan memperkuat
kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Namun, agar siklus ini dapat berjalan secara efektif, diperlukan
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mekanisme konkret dalam implementasinya, seperti sistem verifikasi data
berbasis prinsip inklusivitas dan keadilan distributif. Hal ini bertujuan agar
nilai-nilai moderat benar-benar tercermin dalam kebijakan publik seperti BLT,
dan tidak berhenti pada tataran wacana semata.

Menurut Hakim (2017), implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang
berlandaskan pada prinsip moderasi beragama dapat berkontribusi dalam
menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadilan di
wilayah Yogyakarta. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan
bantuan secara adil, tetapi juga mendorong dialog antaragama, membangun
saling pengertian, serta memperkuat kerja sama lintas agama dalam konteks
kebijakan sosial. Melalui sinergi semacam ini, diharapkan keadilan sosial dapat
diwujudkan secara lebih menyeluruh, tanpa memandang latar belakang agama,
sosial, atau etnis penerima bantuan. Selain itu, pendekatan moderasi ini dapat
membantu menyeimbangkan distribusi bantuan dan memberikan perlindungan
yang lebih menyeluruh kepada kelompok masyarakat rentan.

Dalam konteks ketimpangan sosial, perspektif moderasi beragama juga
menyoroti adanya perbedaan perlakuan dan akses terhadap sumber daya yang
dialami oleh individu atau kelompok berdasarkan latar belakang keagamaan
mereka. Meskipun prinsip dasar moderasi beragama menekankan nilai-
nilai inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan antarumat, kenyataannya masih
ditemukan praktik yang menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan tersebut
dapat tercermin dalam akses terhadap layanan publik, pendidikan, pekerjaan,
serta peluang ekonomi, yang kadangkala dipengaruhi oleh afiliasi agama atau
persepsi mayoritas-minoritas dalam suatu komunitas (Salam, 2016).

Salah satu bentuk ketimpangan yang menonjol dalam kerangka moderasi
beragama adalah terjadinya perlakuan yang tidak setara dalam akses terhadap
kebijakan dan program-program pemerintah. Meskipun prinsip moderasi
beragama bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh
warga, dalam praktiknya masih ditemukan kasus-kasus diskriminasi atau
ketidakadilan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok yang berasal
dari latar belakang agama minoritas (Jeste et al., 2021).

Ketimpangan ini juga dapat muncul dalam pembentukan opini publik dan
sikap sosial terhadap kelompok agama tertentu. Stigma, stereotip, dan prasangka
negatif terhadap agama atau komunitas tertentu dapat memperkuat eksklusi
sosial dan memperburuk distribusi manfaat kebijakan. Meskipun moderasi
beragama memiliki misi utama untuk mengurangi konflik dan memperkuat
toleransi antarumat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa persepsi

92 JOURNAL OF RELIGIOUS POLICY Volume 4, Nomor 1
JURNAL KEBIJAKAN KEAGAMAAN Januari-Juni 2025



EVALUASI KEBIJAKAN DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19
Mohammad Jailani

sosial yang tidak setara masih sering mengemuka dalam relasi antaragama dan
kebijakan sosial (Mundakir & Hidayat, 2020).

Merespons kondisi ini, Zamhari (2022)—seorang pakar dalam isu toleransi
dan ketimpangan sosial—menekankan bahwa penguatan moderasi beragama
memerlukan pendekatan yang berkelanjutan, terutama dalam hal peningkatan
pemahaman lintas agama, pembukaan ruang dialog, dan pengembangan
kebijakan publik yang benar-benar inklusif dan berorientasi pada keadilan
sosial. Upaya tersebut juga mencakup pembinaan kesadaran kolektif akan
pentingnya keadilan, penghapusan prasangka, serta perumusan kebijakan yang
mendorong kesetaraan substantif antarumat beragama.

Dalam konteks kebijakan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT),
ketimpangan dapat tercermin dalam mekanisme distribusi yang belum
sepenuhnya merata. Meskipun BLT seharusnya menjunjung prinsip keadilan
dan inklusivitas, dalam praktiknya masih terdapat kelompok masyarakat yang
termarjinalkan akibat bias struktural, administratif, atau sosial. Oleh karena itu,
moderasi beragama tidak cukup dipahami hanya sebagai wacana moral, tetapi
harus dijadikan landasan etis dan operasional dalam proses perumusan serta
implementasi kebijakan agar distribusi bantuan benar-benar mencerminkan
keadilan sosial lintas agama dan kelas sosial (Mundakir & Hidayat, 2020;
Zambhari, 2022).

Hasil-hasil penelitian yang membahas ketimpangan sosial dari perspektif
kebijakan moderasi beragama menunjukkan adanya upaya strategis untuk
mengurangi disparitas atau ketidakmerataan antar kelompok masyarakat yang
disebabkan oleh perbedaan latar belakang keagamaan. Studi-studi ini secara
umum memfokuskan pada observasi terhadap implementasi kebijakan publik
yang mengintegrasikan prinsip-prinsip moderasi beragama ke dalam berbagai
sektor kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan politik (Pabbajah et al., 2021).
Temuan dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa adopsi nilai-nilai
moderasi beragama dalam perumusan kebijakan dapat menjadi landasan yang
kuat dalam menciptakan keadilan sosial dan mencegah potensi diskriminasi
berbasis agama.

Lebih lanjut, kajian-kajian tersebut menekankan bahwa kebijakan berbasis
moderasi beragama berkontribusi terhadap penciptaan ruang sosial yang lebih
inklusif dan partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan setiap kelompok
agama untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan publik dengan
rasa keterlibatan dan perlakuan yang setara. Partisipasi lintas agama yang adil
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diyakini mampu mengurangi konflik identitas dan memperkuat kohesi sosial
serta kerukunan antarumat beragama (Bizawie, 2003).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan moderasi
beragama berpotensi menekan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan
akses terhadap layanan publik. Dengan menerapkan prinsip keadilan distributif
yang berpijak pada kebutuhan nyata, bukan pada identitas agama, maka akses
terhadap bantuan sosial maupun pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih
objektif dan adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kelompok rentan
dari latar belakang agama manapun memperoleh perlindungan dan perhatian
yang proporsional (Novia & Wasehudin, 2020).

Secara keseluruhan, pendekatan moderasi beragama dalam kebijakan
publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen etis, tetapi juga sebagai strategi
teknokratik untuk menurunkan disparitas dan meningkatkan pemerataan akses
serta partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, Faidi dan Septiadi (2021) mengemukakan pandangan
yang berbeda. Mereka menyoroti bahwa implementasi kebijakan moderasi
beragama belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Terdapat sejumlah
tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal penerapan prinsip keadilan dan
non-diskriminasi terhadap berbagai kelompok agama. Mereka juga menegaskan
pentingnya evaluasi secara berkelanjutan agar penerapan kebijakan ini tidak
justru menciptakan bentuk ketidakadilan atau kesenjangan sosial baru yang
tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil temuan dari studi literatur maupun data lapangan yang
telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moderasi beragama
memiliki potensi besar dalam mengatasi ketimpangan sosial berbasis
keagamaan. Namun demikian, keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat
bergantung pada kesinambungan upaya, kedalaman evaluasi, dan pendekatan
yang inklusif. Pendekatan semacam ini diperlukan untuk memastikan bahwa
kebijakan mampu menjawab akar persoalan ketidakmerataan secara efektif,
adil, dan menyeluruh.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi selama masa pandemi Covid-19, peran
moderasi beragama menjadi semakin penting. Konsep ini menawarkan kerangka
etis dan sosial yang mendorong keadilan serta inklusivitas dalam menghadapi
kesenjangan yang semakin melebar. Hefni (2022) menegaskan bahwa moderasi
beragama dapat menjadi landasan untuk mendorong kolaborasi lintas agama
dalam menanggapi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, moderasi
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tidak hanya relevan dalam konteks hubungan antarumat beragama, tetapi
juga sebagai strategi kebijakan yang mampu menjembatani berbagai bentuk
disparitas yang muncul di tengah masyarakat.

Berbagai studi menunjukkan bahwa moderasi beragama berpotensi
menjadi jembatan strategis dalam memfasilitasi akses yang lebih merata
terhadap bantuan sosial dan dukungan ekonomi di kalangan masyarakat lintas
agama. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai persaudaraan, solidaritas,
dan kerjasama lintas iman dalam proses pendistribusian bantuan, sehingga
mendorong distribusi yang adil tanpa diskriminasi agama. Dengan demikian,
moderasi beragama turut berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi
yang kerap dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang keagamaan (Jailani &
Suyadi, 2022).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi moderasi beragama
sebagai strategi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi memerlukan kolaborasi
yang kuat antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga
keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku kebijakan publik lainnya.
Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada formulasi kebijakan yang
berbasis inklusivitas, pengakuan terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat,
serta kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan akses terhadap bantuan
dan peluang ekonomi.

Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan yang telah
diterapkan menjadi aspek krusial untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip
moderasi beragama tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga
terimplementasi secara konkret dalam mengurangi kesenjangan ekonomi,
khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19 (Novia & Wasehudin,
2020).

REKOMENDASI

Kontribusi dan implikasi dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi
kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan studi lanjutan yang fokus
pada isu disparitas sosial dan ekonomi, baik di tingkat desa, daerah, maupun di
wilayah perkotaan. Penelitian-penelitian lanjutan tersebut diharapkan berbasis
pada data empiris dan pendekatan ilmiah yang kuat agar dapat menghasilkan
alternatif strategi kebijakan yang tepat sasaran.

Salah satu kebijakan yang direkomendasikan adalah penerapan pendekatan
moderasi beragama sebagai instrumen dalam menanggulangi ketimpangan.
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Moderasi beragama di sini diposisikan sebagai kerangka normatif yang selaras
dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, serta relevan dalam menjawab
tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia. Pendekatan ini juga
memandang disparitas sebagai persoalan yang dapat diatasi melalui keadilan
distribusi, empati sosial, dan etika lintas iman.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi
dan sosial selama masa Covid-19 di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, terjadi
akibat distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak merata dan tidak
tepat sasaran. Bantuan berupa sembako dan uang tunai yang seharusnya
diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah, justru banyak diterima oleh
kelompok ekonomi menengah ke atas. Fakta ini terlihat di sejumlah desa seperti
Mutihan, Wirokerten, Pleret, Dahromo, Kanggotan, dan Kotagede, di mana
mayoritas warga miskin tidak mendapatkan bantuan, meskipun telah terdata
sebagai penerima.

Kondisi ini diperburuk oleh dampak ekonomi pandemi Covid-19 yang
menghantam pelaku usaha kecil seperti guru honorer, pedagang bakso,
pengusaha mebel, dan sopir bus di wilayah tersebut. Pendapatan mereka turun
drastis, bahkan tidak sebanding dengan biaya operasional harian maupun
bulanan.

Sebagai solusi, konsep moderasi beragama yang diusung Kementerian
Agama perlu dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan sosial, termasuk
distribusi BLT. Moderasi beragama yang menjunjung nilai Tawasuth (moderat),
Tawazun (seimbang), dan Tasamuh (toleran), menawarkan pendekatan
keadilan sosial tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah
perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara adil dan inklusif agar
ketimpangan seperti ini tidak terulang di masa mendatang.
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